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ABSTRACT 
 
As a country that respects the rule of law, permission can be a commodity as the establishment of 
a policy creation rules or derivation of state law dogma. The subject of law could not be carelessly with 
the presence of policies and regulations. The application of risk management as a restraint order in 
respect of the manufacture of the permits to the safety and health of work object (K3) which consists of 
main and ancillary infrastructure the production process on the company or the bureaucracy, making the 
value of the uncertainty (uncertainty) associated risks that occur can be deduced that in turn would 
provide welfare (welfare) from persons per person on the micro level to the contry’s macro level. The law 
in respect of the implementation of the licensing on this writing more leads to the existence of risk in the 
field of safety and Health (K3) as a measurement of the success of the control pattern related to risk 
management application in the company. 
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ABSTRAK 
 
Sebagai negara yang menjunjung supremasi hukum, izin dapat menjadi suatu komoditas sebagai 
kreasi diberlakukannya suatu kebijakan atau peraturan yang menjadi derivasi (turunan) dari dogma 
(asas) Negara hukum. Subjek hukum tidak dapat sekehendak hatinya dalam melakukan sesuatu dengan 
adanya kebijakan dan peraturan. Penerapan Manajemen Risiko sebagai suatu tatanan pengendalian 
dalam hal pembuatan izin-izin terhadap objek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berupa 
infrastruktur utama dan penunjang proses produksi pada perusahaan ataupun birokrasi, menjadikan 
nilai ketidakpastian (uncertainty) terkait risiko yang terjadi dapat lebih dideduksi yang pada gilirannya 
akan memberikan kesejahteraan (welfare) mulai dari orang per orang di tingkat mikro hingga negara 
pada tingkat makronya. Hukum dalam hal implementasi perizinan pada penulisan ini lebih mengarah 
kepada adanya aspek risiko dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai pola 
pengukuran keberhasilan pengendalian terkait penerapan manajemen risiko di dalam perusahaan. 
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